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1.1 Latar Belakang 
Perusahaan, masyarakat, dan lingkungan adalah bentuk kesatuan elemen 
yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan dalam menjalankan aktivitasnya. 
Perusahaan tidak boleh mengembangkan diri sendiri tanpa memperhatikan 
masyarakat dan lingkungan. Perkembangan dunia usaha dalam dekade terakhir ini 
banyak dipengaruhi oleh adanya perubahan pada keadaan lingkungan ekonomi. 
Dalam menjalankan kegiatan bisnisnya perusahaan saat ini harus memiliki 
tanggung jawab sosial, tidak hanya untuk mencari laba, tetapi juga dapat 
memberikan informasi yang transparan. Corporate social responsibility muncul 
karena adanya tuntutan dari masyarakat dan para pengguna laporan keuangan 
terhadap dampak kegiatan bisnis perusahaan. 
Mardikanto (2015;162) mengatakan Secara langsung ataupun tidak 
langsung masyarakat dapat membuat bisnis berhasil untuk memperoleh 
keuntungan (karyawan yang sehat dan berpendidikan, infrastruktur fisik, maupun 
pasar konsumen untuk membeli produk mereka). Karena masyarakat telah 
memberikan kontribusinya, maka bisnis tersebut memiliki kewajiban timbal balik 
kepada masyarakat untuk beroperasi dengan cara yang dianggap bertanggung 
jawab secara social dan menguntungkan. Perusahaan yang berdiri secara besar-
besaran tanpa memperhatikan dampaknya membuat masyarakat memiliki 
kesadaran yang tinggi atas lingkungan, sehingga masyarakat menuntut perusahaan 




lingkungan dan aspek sosial. Tuntutan masyarakat memaksa perusahaan untuk 
memperhatikan dampak lingkungan yang lazim disebut sebagai tanggung jawab 
sosial perusahaan. 
Pelaksanaan CSR didasarkan pada prinsip – prinsip yang harus dipahami 
oleh perusahaan. Pertama perusahaan harus memahami prinsip akuntabilitas, yaitu 
yang terkait langsung dampaknya terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang 
kedua prinsip prilaku etis yaitu yang di dasarkan pada prinsip – prinsip kejujuran, 
keadilan dan integritas. Yang ketiga prinsip menghormati kepentingan 
stakeholders, yang berarti harus menghormati dan mempertimbangkan serta 
menanggapi kepentingan stakeholders Mardikanto (2014;164). Kegiatan 
tanggung jawab sosial awalnya merupakan kegiatan yang bersifat sukarela. Sejak 
tanggal 23 September 2007, pengungkapan tanggung jawab sosial perusahan 
(CSR disclosure) mulai diwajibkan melalui UU Perseroan Terbatas Nomor 40 
Pasal 74 Tahun 2007, dinyatakan bahwa perusahaan dalam menjalankan kegiatan 
usaha yang berhubungan dengan sumber daya alam melakukan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan. Pada pasal 66 ayat 2c UU No. 40 Tahun 2007, menyatakan 
bahwa semua perseroan wajib untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab 
sosial dan lingkungan dalam laporan tahunan (Fajrina, 2014). 
Asih (2012) dalam Mardikanto (2014:133) menyatakan bahwa, dalam 
menjalankan tanggung jawab sosialnya, perusahaan memfokuskan perhatiannya 
kepada triple bottom line yaitu keuntungan (profit), masyarakat (people), dan 
lingkungan (planet). Ni Made Yuli Kusumadewi dan I Gst Ngr Agung 




oleh suatu perusahaan tidak hanya terbatas terhadap investor dan kreditor 
(stakeholders), termasuk juga didalamnya kewajiban terhadap pemerintah dan 
masyarakat umum. Kewajiban terhadap investor dan kreditor (stakeholders) 
direalisasikan melalui pertanggungjawaban sosial kepada pelanggan, pekerja, 
pemegang saham dan lingkungan dalam semua kegiatan perusahaan. Kewajiban 
terhadap pemerintah direalisasikan melalui pembayaran, serta kewajiban kepada 
masyarakat umum direalisasikan melalui kepedulian terhadap lingkungan.  
Dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangan isu CSR (Corporate 
Social Rensponsibility) telah menjadi isu yang sering dibicarakan dalam berbagai 
kesempatan. Apalagi dengan semakin seringnya terjadi permasalahan yang 
berkaitan dengan CSR, salah satunya adalah Seperti Tambang batubara cina 
dengan tingkat kecelakaan tertinggi di dunia, yang diteliti oleh masyarakat 
internasional, dan media public telah melaporkan memeburuknya isu-isu 
lingkungan dalam sector ini (Shidi Dong, Li Xu , 2016). Sementara di Indonesia 
sendiri pada bulan November 2014, Greenpeace Indonesia merilis hasil 
investigasi yang menyatakan bahwa sekitar 3.000 kilometer sungai di Kalimantan 
Selatan (sekitar 45% dari total sungai yang ada di Kalimantan Selatan) berpotensi 
mengalami pencemaran akibat aktivitas pertambangan di Kalimantan Selatan. 
Serta kasus lain yang menyoroti tentang CSR yaitu PT Bara Adi Pratama yang 
beroperasi di kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu. Pada tahun 2014- 
2015 PT Inti Bara Perdana mendapat peringkat hitam atas penilaian PROPER 
oleh Kementerian Lingkungan Hidup (www.menlh.go.id). Peringkat hitam 




sekali terhadap aspek- aspek pengelolaan lingkungan yang seharusnya diterapkan 
di dalam sistem industri. Aspek aspek pengelolaan lingkungan yang terdiri atas 
aspek pengendalian pencemaran air, pengendalian pencemaran udara, dan 
pengelolaan limbah, serta berbagai kewajiban lainnya. 
Agar dapat melaksanakan CSR nya, perusahaan harus memiliki kinerja 
lingkungan yang baik, kinerja lingkungan sangat dipengaruhi oleh dorongan 
terhadap pengelolaan lingkungan yang dilakukan berbagai instansi dan juga akan 
tercapai pada level yang tinggi jika perusahaan secara proaktif melakukan 
berbagai tindakan manajemen lingkungan yang terkendali. Haholongan (2016) 
mengatakan, apabila sumber daya yang dimanfaatkan berupa sumber daya alam 
yang dilaksanakan secara besar-besaran, maka akan terjadi perubahan ekosistem 
yang mendasar. Pemerintah melalui Kementrian Lingkungan Hidup bahkan telah 
membetuk program yang disebut dengan PROPER (Program Penilaian Peringkat 
Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup) sebagai bentuk 
penaatan lingkungan hidup perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hal ini dilakukan 
dalam hal menilai kinerja lingkungan perusahaan dan memacu agar perusahaan 
semakin baik dalam usaha peduli terhadap lingkungan. Hasil penelitian 
Handayati (2017) menunjukkan bahwa semakin tinggi peringkat kinerja 
lingkungan maka akan diikuti oleh peningkatan pengungkapan CSR nya. Kinerja 
Lingkungan diukur dengan pemeringkatan berdasarkan PROPER dalam lima (5) 
warna, dimulai dari peringkat tertinggi yakni emas, hijau, biru, merah dan hitam. 
Tatang, (2002) dalam Subagio (2016) mendefinisikan Political visibility 




Biaya-biaya ini merupakan biaya ekternal perusahan timbul dari pandangan 
kecemasan, tekanan politik masyarakat, lingkungan, serta pemerintah dari 
aktivitas operasional perusahaan. Pihak principal mempunyai keinginan 
memperoleh pengungkapan CSR yang sebanyak-banyak sedangkan bagi pihak 
manajemen mempunyai pertimbangkan atas biaya dan manfaat ketika mengambil 
keputusan melaksanakan pengungkapan. 
Menurut Suhendah dan Haryanto (2014) dalam prasista (2016), jika 
perusahaan mengahadapi political visibility yang semakin besar, maka manajer 
akan cenderung memilih menggunakan prosedur akuntansi yang dapat 
menghasilkan laba sekarang lebih rendah dari pada laba di masa depan. Hal 
tersebut dilakukan guna mengurangi political visibility perusahaan. Pengungkapan 
informasi dapat menimbulkan biaya yang akan menurunkan laba sekarang. 
Ketergantungan perusahaan terhadap hutang dalam membiayai kegiatan 
operasinya tercermin dalam Leverage. Sebagai gambaran mengenai struktur 
modal yang dimiliki perusahaan, sehingga dapat dilihat tingkat resiko tak 
tertagihnya suatu utang. Melalui Leverage dapat diukur sejauh mana perusahaan 
menggunakan utang sebagai sumber pembiayaannya. Tingkat leverage yang 
tinggi akan cenderung lebih banyak melakukan pengungkapan sosial (CSR), 
karena pihak manajemen akan berusaha menjelaskan mengapa tingkat utang 
perusahaan cenderung tinggi Maiyarni, Susfayetti, Erwati (2014). Perusahaan 
dengan rasio leverage (utang/ekuitas) yang lebih tinggi akan mengungkapkan 
lebih banyak informasi. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan keraguan 




memerlukan pengungkapan tangung jawab sosial perusahaan sebagai informasi 
untuk mengevaluasi risiko secara benar (Marie et al, 2006 dalam Siti 
Munsaidah, dkk, 2016). 
Anggraini (2011) dalam Nurul Rahayu (2016) Salah satu bentuk 
struktur kepemilikan adalah struktur kepemilikan institusional. Kepemilikan 
institusional merupakan kepemilikan saham perusahaan yang mayoritas dimiliki 
oleh institusi atau lembaga seperti perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi 
assets management, dan kepemilikan institusi lain. Menurut Mursalim (2007) 
dalam Subagio (2016) , kepemilikan institusional dapat dijadikan sebagai upaya 
untuk mengurangi masalah keagenan dengan meningkatkan proses monitoring. 
Pemegang saham institusional juga memiliki opportunity, resources, dan 
expertise untuk menganalisis kinerja dan tindakan manajemen. Investor 
institusional sebagai pemilik sangat berkepentingan untuk membangun reputasi 
perusahaan. 
Penelitian yang telah dilakukan oleh Rudi Setiawan (2014) menunjukan 
bahwa kinerja lingkungan berpengaruh positif terhadap CSR. Selanjutnya 
penelitian yang dilakukan oleh Yuli Kusumadewi & Agung Suryana (2014) 
menunjukan bahwa kepemilikan saham institusional dan political visibility 
kategori high profile berpengaruh positif terhadap pengungkapan csr. Berbeda 
dengan penelitian yang dilakukan oleh Puji Handayati (2017) menunjukan 
bahwa Kepemilikan saham institusional tidak berpengaruh terhadap CSR. 
Pada penelitian yang dilakukan oleh Budi Santoso (2016) menunjukan 




Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri & Christiawan (2014). 
yang menunjukan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan 
CSR.  
Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas dan dengan adanya 
perbedaaan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis-penulis sebelumnya 
maka penulis termotivasi untuk mengambil sebuah judul penelitian yaitu 
“Pengaruh Kinerja Lingkungan, Political Visibiliy, Leverage, dan 
Kepemilikan Saham Institusional Terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility” (Studi Empiris Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di 
BEI periode 2014-2016)”. 
 
1.2 Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah-masalah 
dalam penelitian ini sebagai berikut: 
1. Apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR)? 
2. Apakah Political Visibility berpengaruh terhadap Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR)? 
3. Apakah Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social 
Responsibility (CSR)? 
4. Apakah Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh terhadap 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 
5. Apakah Kinerja Lingkungan, Political Visibility, Leverage, dan 





1.3 Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk meneliti: 
1. Untuk mengetahui apakah Kinerja Lingkungan berpengaruh terhadap 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 
2. Untuk mengetahui apakah Political Visibility berpengaruh terhadap 
Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 
3. Untuk mengetahui apakah Leverage  berpengaruh terhadap Pengungkapan 
Corporate Social Responsibility (CSR)? 
4. Untuk mengetahui apakah Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh 
terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 
5. Untuk mengetahui apakah Kinerja Lingkungan, Political Visibility, 
Leverage, dan Kepemilikan Saham Institusional berpengaruh terhadap 
pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR)? 
 
1.4 Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagi Penulis 
 Menambah pengetahuan dalam hal pengungkapan Corporate 
Social Responsibility dan tentunya menambah pengalaman penulis dalam 
dunia penelitian. 
2. Bagi Akademisi 






3. Bagi Objek Penelitian 
 Menjadi bahan referensi untuk perusahaan dalam menilai kinerja 
pengungkapan Corporate Social Responsibility dan tentunya 
menghasilkan rekomendasi perbaikan kinerja di masa depan. 
 
1.5 Sistematika Penulisan 
Agar pembahasan ini lebih sistematis dan terarah, penulisan dibagi 
dalam 5 (lima) bab. Pada masing – masing bab akan dijelaskan mengenai: 
BAB I : PENDAHULUAN 
  Bab ini berisikan tentang latar belakang, perumusan masalah, 
tujuan   penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika 
penulisan yang digunakan dalam penelitian ini. 
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 
  Bab ini menjelaskan tentang teori legitimasi, teori stakeholders, 
pengungkapan CSR, kinerja lingkungan, political visibility, 
leverage, kepemilikan saham institusional, serta menjelaskan 
penelitian – penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 
penelitian ini, selanjutnya bab ini juga menjelaskan mengenai 
kerangka pemikiran penelitian dan pengembangan hipotesis, 
pengungkapan CSR dalam perspektif islam. 
BAB III : METODE PENELITIAN 
  Berisi deskripsi tentang variabel – variabel dalam penelitian 
secara operasional, jenis penelitian, penentuan populasi dan 
sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan 




BAB IV : PEMBAHASAN 
  Berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data, 
interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil penelitian. 
Sebelum dilakukan analisis data, terlebih dahulu dilakukan uji 
asumsi klasik yang dilakukan meliputi uji normalitas, 
autokorelasi, heterokedastisitas multikolinearitas. Setelah semua 
uji terpenuhi, baru dilakukan uji hipotesis. 
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 
  Bab ini merupakan bagian akhir dari penulisan skripsi ini. Di 
dalam bab ini di sampaikan beberapa kesimpulan, keterbatasan 
penelitian, serta saran yang relevan untuk penelitian yang 
selanjutnya dengan temuan atau hasil penelitian yang telah 
dilakukan.  
 
 
 
 
